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Mengingat 

BUPATI OGAN ILIR 
PROVINS! SUMATERA SELATAN 

BUPATI OGAN ILIR 
PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR 
NOMOR ~ TAHUN 2023 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN ILIR, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­
Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3 . Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi 
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4347); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
nomor 5587) •iagaimana telah beberapa kali diub/ 
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2 ,, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6056); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara J 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); / 
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14. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana 
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 
2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
Tahun 2023 Nomor 1). 

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Ilir 
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir 
Tahun 2005 Nomor 5 seri E); 

16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 
Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir 
Tahun 2021 Nomor 1); 

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Ilir 
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir 
Tahun 2021 Nomor 4); 

18. Peraturan Gubemur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana 
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 
2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
Tahun 2023 Nomor 1). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH TAHUN 2024. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

Ogan Ilir. 
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Ogan Ilir. 

5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan 
disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan DPRD yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutn/ 
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disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun. 

Pasal 2 

(1) RKPD Kabupaten Tahun 2024 sebagai dokumen 
perencanaan pembangunan Kabupaten Tahun 2024. 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan 
tujuan untuk menjadi acuan dalam setiap kegiatan 
pembangunan yang dilaksanakan di daerah Kabupaten 
sekaligus dijadikan tolok ukur terhadap kinerja Pemerintah 
Kabupaten. 

BAB II 

SISTEMATIKA 

Pasal 3 

RKPD Kabupaten Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BABI 
BAB II 
BAB III 

BAB IV 

BAB V 

BAB VI 

PENDAHULUAN 
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN 
DAERAH 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 
DAERAH 
KINERJA PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAH DAERAH 
PENUTUP 

Pasal 4 

Ketentuan mengenai rincian naskah RKPD Kabupaten 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Kepala Perangkat Daerah mempedomani RKPD Kabupaten 
dalam melaksanakan program/kegiatan berdasarkan urusan 
masing-masing Perangkat Daerah serta melakukan 
penyesuaian terhadap RKPD masing-masing berdasarkan 
program/kegiatan dan pagu indikatif yang terdapat dalam j 
RKPD Kabupaten. r 
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BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir. 

Ditetapk 
pada ta 3 

Diundangkan di Indralaya 
pada tanggal !'; Ju\i 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN OGAN ILIR, 

L 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023 NOMOR ~ 
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BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir. 

Diundangkan di Indralaya 
pada tanggal )3 :} CA tr 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN OGAN ILIR, 

dto. 

MUHSIN 

Ditetapkan di Indralaya 
pada tanggal 19; juli 2023 

BUPATI OGAN ILIR, 

dto. 

PANCA WIJAYA AKBAR 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023 NOMOR 2:J 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM SF:r71J TE~ ILIR, 

IMTIHA , . , M.Si 
Pembina (IV.b) 
NIP. 197502172008012001 


